
 

SALINAN 

 
BUPATI SOPPENG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 
 
 

PERATURAN BUPATI SOPPENG 

   NOMOR : 3 TAHUN 2022 

                                         
TENTANG 

 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 52 TAHUN 2020 
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL 

KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG  MAHA ESA 
 

BUPATI SOPPENG, 

 
 

Menimbang 
 

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 
Desember 2021 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019  Varian 
Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi 

Pedulilindungi maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 
52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 
2019 Perlu dilakukan Penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 

Tahun 2020 untuk tentang Penerapan Disiplin dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019; 

 Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 



 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaiaman telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3447); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang  

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 178, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 
2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 256); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
249);  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 



 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125); 

13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2020 

tentang Kabupaten Wajib Masker (Berita Daerah 
Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 31) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Soppeng Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2020 
tentang Kabupaten Wajib Masker (Berita Daerah 

Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 47); 

14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2020 

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum 
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita 

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 52); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 52 TAHUN 2020 

TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN 
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA 

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019. 

 

Pasal I 
 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2020 

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 52), diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

 Pasal 1 

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 angka yakni, angka 10 
dan angka 11 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng. 

2. Bupati adalah Bupati Soppeng. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pelaksana fungsi 
eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

5. Omicron adalah Varian baru penyebab COVID-19 yang merupakan varian 

yang harus diwaspadai. 

6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di 

wilayah Daerah. 

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia 
atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang 
Perdagangan 



 

8. Physical Distancing adalah pembatasan fisik dengan menjaga jarak aman 
untuk mencegah penularan COVID-19. 

9. Masker adalah alat untuk melindungi mulut dan hidung. 

10. Aplikasi Pedulilindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk      

membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan 
untuk menghentikan penyebaran  COVID-19. 

11. Vaksinasi COVID-19 adalah merupakan salah satu upaya pemerintah 

Indonesia dalam menangani masalah Covid-19 yang bertujuan untuk 
menciptakan kekebalan kelompok agar masyarakat menjadi lebih 

produktif dalam menjalankan aktivitas keseharianya. 

 

Pasal 3 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Subjek Pengaturan ini meliputi: 

a. perorangan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan 
pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand 
sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari 
kerumunan); dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan 

vaktor fentilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko 
penularan COVID-19 varian Omicron. 

b. pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana 5M dan 3T serta 

mempertimbangkan vaktor ventilasi, udara dan jarak interaksi untuk 
mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron bagi karyawan dan 
pengunjung yang datang; dan 

c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas 
umum menyiapkan sarana dan prasarana 5M dan 3T serta 

mempertimbangkan vaktor ventilasi, udara dan jarak interaksi untuk 
mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron bagi karyawan dan 
pengunjung yang datang;  

 

 

Pasal 4 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib 
melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi: 

a. bagi perorangan : 

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung 
dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi 

dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; 

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air 
mengalir; 

3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan 

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat. 

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab 
tempat, dan fasilitas umum : 

1. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk 
memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan 

pengendalian COVID-19; 

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan 
memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand 
sanitizer); 



 

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap 
orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 

4. upaya pengaturan jaga jarak; 

5. pembersih dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 

6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam 
penularan dan tertularnya COVID-19; dan 

7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi 

penyebaran COVID-19; 

8. wajib memasang Aplikasi Pedulilindungi;dan 

9. pengetatan dan pengawasan Prorokol Kesehatan dengan memanfaatkan 
scanoptimal Aplikasi Pedulilindungi. 

 

Pasal 8 

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

(1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan 
sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian 

COVID-19 kepada masyarakat. 

(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 

melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran 
serta: 

a. masyarakat; 

b. pemuka agama; 

c. tokoh adat; 

d. tokoh masyarakat; dan 

e. unsur masyarakat lainnya. 

(3) Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 
di masing-masing lingkungan baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, 
kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) dengan 

menjalankan fungsi, antara lain: 

a. pencegahan; 

b. penanganan; 

c. pembinaan; dan 

d. dukungan pelaksanaan penanganan Covid-19.  

(4) Melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) 
tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis 
pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan 

menggunakan vaksin coronaVac/Sinovac-Bio Farma 

(5) Memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus Covid-19 untuk 

mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan 
isolasi dan Ruang ICU (Intensive Care Unit) beserta logistic pendukung 
seperti obat dan oksigen. 

(6) Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-
masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh persen) 

untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh 
persen untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. 
Jangan hanya menggunakan Coronavac/sinovac Bio-Farma namun juga 

mengoptimalkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. 
Selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 sehingga 

mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua. 

(7) Dalam rangka deteksi dini varian Omicron, berkoordinasi bersama 
Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing-



 

masing dengan fasilitas tes Polymerase Chain Reaktion (PCR) – S Gene Target 
Failure (SGTF) serta memastikan sampel  probable omicron dilakukan 

sekuensing genomick 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. 
 

                 Ditetapkan di Watansoppeng 

                 pada tanggal 5 Januari 2022  

            BUPATI SOPPENG, 

   
ttd 

 

                                                           A. KASWADI RAZAK                         
 

Diundangkan di Watansoppeng 

pada tanggal  5 Januari 2022  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, 

 
ttd 

 

A.TENRI SESSU 
 

     BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR  3 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

 

 

MUSRIADI, SH.MM 

 


